BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 3X2 /2023

TENTANG

PEMBERHENTIAN PELAKSANA TUGAS KEPALA DESA KAONG DAN
PENGANGKATAN KEMBALI PEJABAT KEPALA DESA KAONG

Menimbang

Mengingat

1.

BUPATI TABALONG,

: a. bahwa berdasarkan Surat Kepala Balai Pemasyarakatan

Amuntai Nomor WI19.PAS15.PK.01.05.10-395 tanggal 19
Agustus 2023 tentang Pengakhiran Menjalani Masa Bimbingan
kepada sdr. Rusdianto Anak Dari Yusdirham dan Bukti
Penerimaan Negara dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara
8D9407QLUG2MODC1 tentang Pembayaran Uang Denda
Perkara An. Rusdianto Anak Dari Yusdirham;

bahwa berdasarkan Telaahan Staf Kepala Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten Tabalong Nomor S-700/DPMD-
BPAD/400.10.1/09/2023 tanggal 07 September 2023 perihal
Mohon Arahan Pengaktifan Kembali Status Kepala Desa Bilas
dan Kepala Desa Kaong, sesuai persetujuan Bupati Tabalong
tanggal 8 September 2023 perlu dilakukan pencabutan atas
Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/194/2023 tentang
Pemberhentian Sementara Pejabat Kepala Desa Kaong dan
Penunjukan Pelaksana Tugas Kepala Desa Kaong Kecamatan
Upau Kabupaten Tabalong untuk selanjutnya mengaktifkan
kembali sdr. Rusdianto sebagai Pejabat Kepala Desa Kaong;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1959) Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan
Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan
Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang
Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang
Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);




ol

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  5495),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang
Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6623);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66
Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor
1222);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 03);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 08),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 02
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan




Menetapkan

KESATU
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3.

Kepala Desa Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 02);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN:

: Memberhentikan :

Sdr. YANUARD BP LUMBAN TORUAN jabatan Sekretaris Desa
Kaong sebagai Pelaksana Tugas Kepala Desa Kaong Kecamatan
Upau.

: Mengangkat Kembali :

Sdr. RUSDIANTO sebagai Pejabat Kepala Desa Kaong Kecamatan
Upau.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal \\chhw\ber 20

Z BUPATI TABALONG, W!';S

/ ANANG SYAKHFIANI K’

Tembusan disampaikan kepada :

1. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung;
2. Camat Upau di Upau;
3. Ketua BPD Desa Kaong Kecamatan Upau.



